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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, bahwa terdapat sejumlah 

hambatan yang dialami oleh masyarakat di Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung 

Kulon, ketika berpartisipasi terhadap Program Pembangunan dan Pemberdayaan 

Kewilayahaan (PIPPK) di bidang pembangunan infrastruktur pada kegiatan 

pembangunan kantor RW. Berikut penjelasan lebih sepesifik terkait hambatan 

partisipasi masyarakat pada program PIPPK dapat dibuktikan dari hasil analisis dengan 

menggunakan dimensi can do, like to, enabled to, asked to, dan responded to sebagai 

berikut; 

Pada dimensi can do hambatan yang dialami oleh partisipan ketika berpartisipasi 

yaitu terkait informasi yang tidak merata kepada masayarakat mengakibatkan kurang 

mengertinya partisipan tentang konsep program dan keterlibatan partisipasi. Hal ini 

mengakibatkan kontribusi masyarakat yang rendah untuk ikut terlibat dalam kegiatan 

program, selain itu terdapat keterbatasan finansial yang dimiliki oleh partisipan untuk 

menyumbangkan untuk kebutuhan program. Hal ini diakibatkan karena partisipan tidak 

mempunyai penghasilan tetap dan adanya anggapan bahwa program sudah ada 

anggarannya. Maka pada dimensi “can do” masyarakat di Kelurahan Cibuntu 
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terkendala dalam menyumbangkan dalam bentuk uang yang dibutuhakan pada kegiatan 

pembangunan Kantor RW yang sekaligus gedung serbaguna.  

Kemudian pada dimensi can do, like to dan asked to, memiliki permasalahan yang 

saling berkaitan satu sama lainnya. Terdapat indikasi bahwa masyarakat di Kelurahan 

Cibuntu RW 07 melakukan partisipasi berdasarkan penunjukan masyarakat yang 

dilakukan oleh ketua RW sebagai partisipan, masyarakat yang ditunjuk sebagai 

partisipan adalah masyarakat asli yang berdekatan dengan lokasi program, masyarakat 

pendatang tidak dilibatkan sehingga tidak mengetahui program PIPPK, keterbatasan 

pelibatan seluruh masyarakat pada program. Hal ini berdampak juga pada jumlah 

partisipan yang terlibat, kemudian terkait dengan hambatan yang dialami partisipan. 

Terkait komitmen dan rasa ketertarikan program yaitu partisipan merasa bosan untuk 

mengikuti kegiatan pembangunan seperti pembangunan kantor RW dan pembangunan 

fasilitas publik lainnya dikarenakan program yang dilaksanakan setiap tahunya 

kegiatanya hanya itu saja, kurang inovasi, hal ini yang mengakibatkan masyarakat tidak 

tertarik untuk berpartisipasi sehingga kurangnya komitmen dan rasa ketertarikan 

masyarakat terhadap program karena adanya keterbatasan informasi yang diperoleh. 

Lalu, pada dimensi Enabled to terdapat permasalah yang dialami partisipan pada 

tahap perencanaan  akses partisipan dalam menyampaikan aspirasi hanya ditampung 

saja, hanya ketua RW yang bisa mengambil keputusan kegiatan pembangunan yang 

akan direalisasikan dikarenakan Ketua RW yang mempunyai jangkuan yang luas 

daripada masyarakat dan orang yang langsung berhubungan dengan pihak kelurahan, 
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kemudian terkait pelaksanaan program kendala yang dialami partisipan hambatannya 

terkait persoalan komunikasi tentang kekurangan bahan dilapangan, karena perwakilan 

dari kelurahan tidak selalu ada di lokasi kegiatan program terkait proses komunikasi 

antara partisipan dan pemerintah yang lamban. 

Responded to hambatan partisipasi yang dialami partisipan saat diadakanya 

kegiatan rembug warga dalam penyampaian ide dan gagasan kurang ditanggapi karena 

masyarakat tidak mempunyai wewenang lebih untuk menentukan kegiatan 

pembangunan dan juga aspirasi masyarakat hanya di tampung saja kecil kemungkinan 

untuk direaslisasikan, kemudian permasalahan dalam tahap pelaksanaan program, 

bahwa dari pihak kelurahan sulit dihubungi dan kurang cepat tanggap, jika ada 

kekurangan bahan material dilapangan, karena pihak kelurahan juga mempunyai 

urusan lain. Ide dan gagasan dari kelurahan cenderung rendah dalam menanggapi 

keluhan partisipan  

6.2 Saran  

Adapun saran yang diberikan peneliti yang diharapkan dapat menyelesaikan 

hambatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan program PIPPK adalah 

sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Proses Perencanaan yang Lebih Partisipatif  

Pada tahap perencanaanya penyampain informasi harus menyeluruh kepada 

masyarakat yang berada di lingkungan lokasi kegiatan musyawarah atau rembug warga 



70 
  

 
 

harus dijelaskan secara sederhana agar masyarakat mengerti mengenai keterlibatan 

masyarakat dan manfaat dari kegiatan PIPPK. Rembug warga harus dilaksanakan di 

tingkat Kelurahan agar keputusuan yang dibuat dari hasil rembug warga berdasarkan 

kepentingan masyarakat dan juga tidak ada pembatas antara warga asli dan warga 

pendatang dalam hal ini pentingnya peran berbagai stakeholder pelaksana program 

seperti, Pihak Kelurahan, ketua RT/RW dan tokoh masyarakat untuk saling 

berkordinasi bersama.  

2. Meningkatkan Inovasi Program  

 

Kegiatan pembangunan infrastruktur harus ada perubahan dan inovasi yang 

dilakukan oleh Ketua RW dan Kelurahan agar dapat menarik masyarakat untuk 

mengikuti kegitan PIPPK. Mengkaji ulang komitmen yang harus ada dalam setiap 

kegiatan dengan melibatkan masyarakat, agar terjadinya kolaborasi dan komitmen 

bersama dalam mewujudkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

3.  Mengubah Tipe Rancangan Program 

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan program PIPPK tedapat dua tipe rancangan 

program, rancangan program tipe swakelola I peran masyarakat hanya dilibatkan dalam 

tahap perencanaan dan pelaksanaan saja yang dilaksanakan oleh Kelurahan Cibuntu 

sedangkan pada rancangan program tipe IV lebih mengutamakan keterlibatan 

masyarakat secara keseluruhan untuk mengikuti semua tahapan pada program mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban. 

Perubahan rancangan program tipe IV harus dilakukan agar masyarakat memiliki peran 
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lebih dan merasa dari bagian program sehingga terbentuknya kelompok masyarakat 

yang mampu berkolaborasi langsung dengan pemerintah daerah. Penerapan tipe IV 

rancangan program secara langsung menimbulkan transparansi dan akuntabilats 

program yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah 

daerah dan terpenuhinya asas-asas partisipasi. 
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